BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Dimulai sejak tahun 2016, melalui Peraturan Presiden Republik

Indonesia No. 03 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional, yang kemudian dirubah oleh Peraturan Presiden No. 58
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Development/TOD). Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan juga
kesejahteraan masyarakat. Skema pembangunan infrastruktur ini meliputi
pembiayaan yang merupakan gabungan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan juga

swasta, yang dapat bersumber dari investor lokal maupun investor asing.




Dengan dibukanya peluang investasi di proyek-proyek strategis
nasional yang tentunya dirancang sedemikian rupa lebih mudah dalam
berbagai sektor seperti perijinan dan pembiayaan dan juga tentunya
merupakan proyek infrastruktur disektor-sektor yang strategis kemudian
membuat proyek-proyek ini menjadi lebih banyak dilirik oleh para investor
asing untuk ikut serta menanamkan modalnya dalam proyek-proyek yang

didukung penuh oleh pemerintah Indonesia ini.
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banyaknya pembangunan propert-i oleh pengembang/developer baik asing
maupun lokal dalam bentuk pengembangan kawasan berorientasi
transit/Transit Oriented Development (TOD) untuk bekerja sama dengan
pihak pembangun LRT agar dapat membangun dan mengembangkan proyek
properti disekitar stasiun LRT yang kemudian akan melahirkan pusat

residensial dan komersial baru di sekitar lokasi tersebut.




Pembangunan dan pengembagan area-area residensial baru disekitar
moda transportasi ini juga merupakan salah satu bentuk solusi dari kebutuhan
akan perumahan di Indonesia yang terus meningkat.

Dengan maraknya pembangunan properti, baik itu rumah susun,
perumahan tapak/landed house, rumah toko, dan pusat komersial, baik satuan

ataupun skala kota/township tentu terjadi banyak transaksi jual-beli, di mana

pihak pengemb akan mulai memasarkan
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an sekurang-

e Kepastian hak atas tanah;

e Kepastian status penguasaan rumah susun;

e Perizinan pembangunan rumah susun; dan

! Shinta Christie, Aspek Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Tahapan Jual Beli Hak
Atas Tanah Secara Angsuran, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 5.




* Jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga
penjaminan.

Dalam bidang hukum pertahanan khususnya untuk jual beli tanah,

perjanjian jual beli tanah dilakukan dengan akta jual beli yang dibuat

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti yang dinyatakan pada

Pasal 37 Pera

Pemerintah 4 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah. Akan
anjian pengikata

i jual beli tanah

penyerahan hak milik atas objek perjanjian tersebut.® Sehingga yang

diperjanjikan adalah komitmen para pihak untuk nantinya apabila sudah ada

objek perjanjiannya untuk melakukan jual beli dengan perjanjian jual beli

% Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2008), him. 83-84.

* Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, cet. 12, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 29,




disertai dengan penyerahan hak secara resmi dihadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah/PPAT *

Hal ini kemudian menarik untuk dibahas dan dianalisis lebih lanjut,
mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan
hukum bagi masyarakat Indonesia yang umumnya merupakan pihak

konsumen dari produk PPJB properti yang cenderung ditempatkan di posisi

marginal dan abat negara yang

memiliki ke ian otentik dalam

Mmerumus unakan oleh

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Tindakan
mengikatkan diri sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mengandung pengertian bahwa

diantara para pihak telah muncul persetujuan (overeenkomst).> Persetujuan

* Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke LX, (Jakarta: PT Intermea, 2005), hlm 79-80.
> Ibid , him. 181.




itu senditi berisi pernyataan kehendak antara para pihak. Dengan demikian
persetujuan tiada lain adalah persesuaian kehendak diantara para pihak.6
Kemudian selanjutnya di dalam perjanjian jual beli juga terdapat
persetujuan dari penjual dan pembeli berupa persesuaian kehendak dimana
penjual berkehendak menjual barang miliknya, dalam hal ini properti dan

pembeli berkehendak untuk membeli barang milik penjual tersebut. Di dalam

, maka
dap: asarkan
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Beli/PPJB ini

Nomor Urut

properti yang dibeli (apabila menggunakan skema pembiayaan dari bank seperti
Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)).
Dapat juga dengan menggunakan skema pembiayaan langsung ke

pengembang/developer tanpa melalui lembaga pembiayaan seperti bank.

% M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), him. 23.




Persoalan ini kemudian menarik untuk dibahas dikarenakan, dapat kita lihat
pada praktiknya pihak pengembang dalam membuat PPJB akan menggunakan
bentuk perjanjian baku, yaitu bentuk perjanjian yang banyak dipergunakan jika
salah satu pihak sering berhadapan dengan pihak lain dalam jumlah yang banyak
dan memiliki kepentingan yang sama. Perjanjian ini dilakukan didasari oleh asas

kebebasan berkontrak.” Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 8 tahun 1999

tentang Perlindunga dimaksud dengan

klausula baku. "K : tuan dan syarat-

~ perjanjian tersebut.
Posisi yang lebih lemah inilah y en?ebabkan perlindungan hukum
bagi konsumen properti menjadi banyak dikesampingkan.

Bahwa di dalam situasi ini terlihat dengan jelas posisi pengembang dan

konsumen tidak sejajar di dalam PPJB yang menggunakan bentuk perjanjian baku

ini, dan kepentingan konsumen sangat rentan terhadap tujuan perusahaan yang

7 Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H,, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di
Indonesia, Cetakan ke-II, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 201 3), hlm 34,




memang memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki oleh konsumen.®
Karena posisi yang tidak seimbang inilah, maka pihak pengembang memiliki
tanggung jawab terhadap kepentingan konsumen agar tidak dirugikan.?
Masyarakat Indonesia hingga saat ini cenderung bersikap pasrah apabila
dihadapkan dengan perjanjian-perjanjian dengan perusahaan besar yang umumnya

menggunakan format perjanjian baku. Masyarakat baru akan bergerak dengan cara

menulis suara pemb.
besar, baik m : el leh kurangnya
pengetahua

upaya hu

Per yang
berat s dukasi
singkat te b sebuah
perjanjian.

otaris harus

perjanjian) dan juga terkait dalam situasi seperti apa seorang Notaris harus /wajib
untuk menolak membuat sebuah PPJB.

Lebih lanjut, mengenai bentuk perjanjian baku/standardized contract
sebenarnya tidak sepenuhnya dilarang. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 18

Undang-Undang No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

¥ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap
Produk Pangan Kadaluwarsa, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007), him. 54.

® Zulham, S.Hi., M. Hum, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2013), hlm. 65.




menyatakan bahwa para pelaku usaha hanya dilarang untuk mencantumkan
klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila terdapat klausul-
klausul tertentu yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, pelaku usaha
memiliki hak untuk menolak pengembalian barang dan permohonan pengembalian
pembayaran dari konsumen, menyatakan pemberian kuasa kepada pelaku usaha

untuk melakukan tin

an sepihak yang berkaitan dengan barang dan/jasa yang

dibeli oleh kons
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di Indonesia, ﬂdaﬁ u
pertimbangan untuk melihat kembali peraturan-peraturan terkait yang sudah ada
dan berlaku di masyarakat mengenai hal ini, agar dapat dirumuskan lebih baik lagi
dan melindungi semua pihak terkait yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian  dalam tesis yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM

' R. Subekti, Aneka Perjanjian, cet. 10, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 3.

' Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para
Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), him.
147.




KONSUMEN  PROPERTI TERHADAP AKTA PERJANJIAN
PENDAHULUAN JUAL BELI/PPJB YANG BERUPA KONTRAK

BAKU/STANDARSIZED CONTRACT"

1.2 Rumusan Masalah
Berikut adalah pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya
tulis ini:

Il g a bebasan berkontrak

standardized

“contract?
- fo B

emberikan
calon pembeli
properti agar dapa ng bil juga skeptis terhadap
prosedur-prosedur jual beli properti yang umumnya sudah dianggap sebagai
common practice/kebiasaan yang sudah diterima oleh masyarakat yang
sebenarnya apabila dilihat dengan lebih seksama terkadang tidak melindungi
para pihak secara seimbang dan merugikan salah satu pihak.

Juga untuk pemerintah Indonesia baik legislatif maupun eksekutif

untuk meninjau kembali efektifitas peraturan perundang-undangan positif
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yang terkait dan bagaimana praktek/implementasinya dimasyarakat. Apakah
sudah sesuai dengan semangat dan tujuan dari perumusan peraturan
perundang-undangan yang ada atau apakah terdapat berbagai loopholes/celah
hukum yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melindungi

kepentingan pihaknya sendiri.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika t

BAB I: PEN

B ya yang
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terdapat bagian
sub bab y elitian;
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Pada Bab II, ak aman dasar mengenai

b LG
konsep yang berkaitan dengan topik dalam penulisan tesis ini. Penjabaran akan

dimulai dari konsep yang luas kemudian mengerucut kepada inti permasalahan
pada tesis ini.

Pada sub bab pertama akan difokuskan mengenai konsep perjanjian secara
umum, seperti bentuk-bentuk perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya

sebuah perjanjian, serta subjek dan objek dalam perjanjian. Kemudian dilanjutkan
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dengan penjelasan singkat mengenai konsep berikutnya yaitu tentang Perjanjian
Jual Beli, dan sub bab berikutnya mengenai yang lebih spesifik mengenai konsep

Perjanjian Pendahuluan Jual Beli.

BAB III: METODE PENELITIAN
Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang mengulas mengenai metodologi
yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan tesis ini, seperti metode penelitian

yang digunakan, je an, sumber bahan

hukum, metode p um.

BABI1V:
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yang berbentuk kontrak baku/standardized contract dengan asas
keseimbangan yang ada dalam konsep perjanjian;

3. Mengulas efektifitas dari peraturan-peraturan positif mengenai
perlindungan konsumen dan penerapannya dalam praktik kehidupan sehari-
hari dalam kaitannya dengan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli properti

yang berupa kontrak baku/standardized contract.
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BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam Bab V ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari masing-
masing rumusan masalah yang telah ditentukan di atas dan juga saran yang dapat
dijadikan bahan pertimbangan dan juga diskusi lebih lanjut agar dapat
diimplementasikan sehingga memberikan penyeselesaian dari masalah yang

ditemukan.
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